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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4. TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EBUPATI BANYUMAS,

Menimbang a bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenniahan Dasrah sebagamana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 8 Tahun 2005 lentang
Penetapan Peraluran Pemerintah Peangganti  Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 lentang Perubahan Undang-Undang Nomaor
32 Tahun 2004 tentang Pemarintahan Dasrah manjadi Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah (DPRD) bersama
Bupati Banyumas telah menyempurnakan Rancangan Perafuran
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED)
Tahun Anggaran 2008 sesual dengan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah MNomor 91y037/2008 tentang Ewvaluasi Rancangan
Peraturan Dasrah Kabupalen Banyumas lentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan
Rancangan Peraturan Bupati Banyumas lentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (AFBD) Tahun
Anggaran 2008,

b. babwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huraf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Angaaran
2008 fidak berlentangan dengan kepentingan umum dan peraluran
perundang-undangan yang lebih tinggi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2008



Mengingat

Undang-undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsl  Jawa
Tengah ;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1885
Nomor B8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomaor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1894 tentang Perubahan Alas Undang-undang Momaor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Namor 62, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3568)

. Undang-undang Momor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Dasrah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Momor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daarah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 248
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4048)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1887 Momor 44, Tambahan Lembaran Megara Republk
Indonesia Nomor 3688) |

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1888 tentang Penyelenggaraan

Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1989 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemar 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) |

Undang-undang Nemor 1 Tahun 2004 tentana Perbendaharaan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4355) |

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 temtang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4389 |

Undang-undang MWomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan MNegara (Lembaran
Magara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400)
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Undang-undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomaor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421} ;

Undang-undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
1256, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4437) sebagaimana telah
diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantli Undang-undang Nomaor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Momor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4548) |

Undang-undang MNomer 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438) |

Peraturan Pemerintah MNomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembinasn dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemar 4593,

Peraturan Pemerintah Nomaor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4138]) |

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Reinbusi
Dasrah {Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2001 Nomaor
118, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4134) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan Anggola Dewan Parwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416} sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraluran
Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomaor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4712),

Peraturan Pamerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelaliaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4502) |
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntans) Pemerintahan {Lembaran MNegara Republic Indonesia
Tahun 2005 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 4503) |

Peraturan Pemerintah Momor 54 Tahun 2008 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
45747y,

Peraturan Pamerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4675)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4576) |

Peraturan Pemerintah Nomar 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4577)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daesrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4578) .

Paraturan Pemerintah Nomeor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman
Periyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomar 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) |

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinera Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20068 Nomor 25. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4514) |

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tashun 2008 |

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi
Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Momor 4 Sen E)

Paraturan Daerah Kabupaten Banyumas Momor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nemor 14 Seri E).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTLISKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut
1. Pandapatan Dasral......ciiiveaiza s Rp. ©902.465520.000.00
2. Belanja Baerah... ... s i Rp. 1.046.080.592.000.00

Surplusi{ Defisit) Rp. (143.624.083.000,00)

3. Pembiayaan Daarah
a. Penerimaan Rp. 143.624.063.000.00
b. Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Neftto Rp. 143.624.063.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0

{(n

{2)

(3)

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar: :
a, Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 89.086.275000,00
b. Dana Penmbangan sejumlah Rp. 758.775.722.000,00

€. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumiah Rp. 54 604 532.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dar jenis
pendapatan

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 17.223 262 472,00
b. Retribusi dasrah sejumish Rp. 55.837.005,288,00
c. Hasll pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.5 351 668.803,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 10.673.438 336,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof b terdi dari jenis
pandapatan !

a, Dana bagi hasil sejumiah Rp. 46.477.371.000,00

b. Dana alokasi umum sejumiah Rp. 702,152.351.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumiah Rp. 10.146.000.000,00
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢
lerdiri dari jenis pendapatan .

a. Drana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah Rp. 32.450.000.000,00
b. Bantuan Keuangan darl Propinsi sejumlah Rp. 22154 632.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dar -
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 712.683 102.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 333.407 450.000,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja

a. Belanja pegawal sejumlah Rp. 585.000 B03.428 00

b. Belanja hibah sejumiah Rp. 8.741.862.820.00

¢ Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 58405835652 00

d Belanja bagi hasil sejumiah Rp. 437.500,000,00

e Belanja bantuan keuangan sejumlah  Rp  47.087.000.000,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.000.0:00.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 82602.088.577 00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp, 125.348.305.314,00

c. Belanja modal sejumiah Rp. 145456.095.108.00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari
a. Penerimaan sejumlah Rp 143624 063.000,00

b. Pengeluaran sejumiah Rp 0.00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dan janis pembisyaan

a_ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp. 133.624.083.000,00

b. Penenmaan Dana Cadangan Rp 10 000.000. 000,00

Pasal &

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimena di maksud
datam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah inl, terdiri dari ;

1
2.

a.

© o~ o

Lampiran | Ringkasan APBD,

Lampiran Il  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisas)
SKPD,
Lampiranill  Rincian APBD menurut Urusan Pamerintahan, Organiasasl SKPD |

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemetintahan Dagrab. Organisas|
SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran v  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemesintahan Dasgrabh dan Fungs: dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Megara ;

Lampiran V|  Daftar Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIl Daftar Peanyertaan Modal (Investas|) Dasrah |

Lampiran IX  Daftar Perkiraan Panambahan dan Pengurangan Asel Tetap Daerah,



10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran X1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun snggaran sebelumnya yang bDelum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun angaaran ini.

12. Lampiran XIl Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran X1l Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal §

Bupati menetapkan Peraturan lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
[Jaerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED

Pasal ¥
Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in
dengan penempatannya dalam Lembaran Caerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 4 PenrTuari 2008

BUPATI BANYUMAS
/Q"t =
ARIS SETIONG

Diundangkan di Banyumas
Pada tanggal 4 Pebruari 2008

Flt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

:

’ b oe—
M. SANTOSGC, 5H M, Hum

embina Utama Muda
NIP, D10 185 839

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 1 sERi A

T



